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ABSTRAK

Masyarakat Desa Kinipan merupakan masyarakat turun-temurun dari suku Dayak Tomun yang keberadaanya
di wilayah Desa Kinipan Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2005 telah terjadi isu pembukaan lahan untuk
penggunaan lahan sebagai perkebunan kelapa sawit, pada tahun 2018 clear area untuk perkebunan kelapa sawit PT
SML (Sawit Mandiri Lestari) diketahui oleh masyarakat Desa Kinipan. Desa Kinipan memiliki zonasi hutan adat yaitu
hutan adat barat, hutan adat timur yang memiliki luasan tertinggi dan hutan adat selatan. Zonasi hutan adat selain
memiliki fungsi sebagai hutan juga memiiki situs kebudayaan yang hanya dimiliki oleh Masyarakat Adat Desa
Kinipan itu sendiri.

Terjadi perubahan fungsi penggunaan lahan tahun 2012-2020 yaitu penggunaan lahan terbuka dan
penggunaan lahan kelapa sawit PT SML (Sawit Mandiri Lestari) sebagai penggunaan fungsi lahan baru. Pada Zonasi
Hutan Adat tahun 2012 memiliki luasan sebagai hutan 10.717,4 ha dari total luasan 10.788,4 ha. Pada tahun 2020
fungsi hutan di zonasi Hutan Adat berkurang 55% atau luasan fungsi hutan tersisa 4.836.4 ha. Perubahan ini
menimbulkan dampak fisik juga pengaruh pada aspek ekonomi dan sosial. Terjadi kerusakan ekosistem hutan dan
ekosistem sungai Batang Kawa mengakibatkan bencana banjir serta terbatasnya pemanfaatan hasil hutan, akibatnya
eksistensi mata pencaharian yang berkaitan dengan penggunaan lahan hutan seperti meramu dan berburu hewan hutan,
serta mata pencaharian memburu ikan tidak dapat dilakukan dikarenakan pencemaran ekosistem air sungai, dan juga
mata pencaharian tambang emas lokal tidak dapat dilakukan karena sungai sudah tercemar. Dampak sosial akibat
terjadinya konflik antara pemerintah dan perusahaan belum berakhir sampai saat ini, yang bertentangan dengan
pranata adat serta aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan perpecahan sosial antara masyarakat di Desa Kinipan.
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ABSTRACT

The community of Kinipan Village is a hereditary community from the Dayak Tomun tribe whose existence
is in the area of Kinipan Village, Central Kalimantan Province. In 2005 there was an issue of land clearing for land
use as oil palm plantations, in 2018 the clear area for PT SML (Sawit Mandiri Lestari) oil palm plantations was
known by the people of Kinipan Village. Kinipan village has customary forest zoning, namely western customary
forest, eastern customary forest which has the highest area and southern customary forest. In addition to having a
function as a forest, customary forest zoning also has a cultural site that is only owned by the Indigenous Peoples of
Kinipan Village itself.

There was a change in the function of land use in 2012-2020, namely the use of open land and the use of PT
SML (Sawit Mandiri Lestari) oil palm land as a land use. new land use. In the 2012 Customary Forest Zoning, it has
an area of 10,717.4 ha of forest out of a total area of 10,788.4 ha. In 2020 the forest function in the customary forest
zone will be reduced by 55% or the remaining forest function area is 4,836.4 ha. This change has a physical impact
as well as an impact on the economic and social aspects. Damage to forest ecosystems and the Batang Kawa river
ecosystem resulted in flooding and limited use of forest products, as a result the existence of livelihoods related to
forest land use such as gathering and hunting forest animals, and fishing livelihoods could not be carried out due to
pollution of river water ecosystems, and also local gold mining livelihoods cannot be carried out because the river is
polluted. The social impact due to the conflict between the government and the company has not ended until now,
which is contrary to customary institutions and applicable laws and causes social divisions between the people in
Kinipan Village.
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